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ABSTRAK 

Risma Situmorang, Penyelesaian Sengketa Medis Yang Berkeadilan 

Menuju Pembaruan  Hukum Medis Nasional, Disertasi, Program 

Doktor Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara, 435  halaman,  

xxxi halaman. 

Promotor: Amad Sudiro, Ko-Promotor I: Basuki Rekso Wibowo, 

Ko-Promotor II: Ariawan Gunadi 

 

Latar belakang: Penyelesaian Sengketa Medis saat ini didasarkan kepada 
ketentuan pasal 66 Undang- Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang 

Praktik Kedokteran, Pasal 29 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 
Tentang Kesehatan dan pasal 60 huruf f Undang-Undang Nomor 44 

tahun 2009 Tentang Rumah Sakit. MKDKI merupakan lembaga yang 

menerima pengaduan terhadap adanya dugaan pelanggaran disiplin ilmu 
kedokteran. MKDKI juga merupakan lembaga yang berwenang 

menentukan adanya kesalahan atau tidak dari seorang dokter dalam 

melakukan tindakan medis. Selanjutnya penyelesaian sengketa medis 
dapat dilakukan di peradilan umum disamping itu dapat juga dilakukan  

laporan polisi. Walaupun undang-undang kesehatan dan undang-undang 
rumah sakit mewajibkan adanya mediasi tetapi banyak pasien tidak 

menggunakan forum ini. Penyelesaian sengketa medis belum memenuhi 

nilai-nilai keadilan. Permasalahan: Bagaimana penyelesaian sengketa 
medis yang terjadi selama ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 

Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 36 

Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 
2009 Tentang Rumah Sakit Bagaimana penyelesaian sengketa medis 

yang berkeadilan di masa yang akan datang dalam rangka menuju 
pembaruan hukum medis nasional? Metode penelitian: Yuridis normatif, 

Pembahasan: penyelesaian sengketa medis melalui MKDKI, Peradilan 

Umum maupun dengan membuat laporan polisi belum memenuhi 
keadilan etis bersifat utilitis sehingga diperlukan lembaga baru yang 

berada dibawah Mahkamah Agung bersifat ad hoc dengan nama 
Pengadilan Medis. Kesimpulan: sebagai novelti dari penelitian ini adalah 

peradilan etis bersifat utilitis yang dapat digunakan sebagai dasar 

pembentukan Pengadilan Medis yang merupakan salah satu solusi 
penyelesaian sengketa medis yang berkeadialan menuju pembaruan 

hukum medis nasional. 

 

Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa Medis, Berkeadilan. 
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ABSTRACT 

Risma Situmorang, Equitable Medical Dispute Resolution Towards 

Renewal of National Medical Law, Doctor of Law Program, 

Tarumanagara University, 435 pages, xxxi pages. Promoter: Amad 

Sudiro, Co-Promoter I: Basuki Rekso Wibowo, Co-Promoter II: 

Ariawan Gunadi 

 

Background: Medical Dispute Resolution is currently based on the 
provisions of Article 66 of Law Number 29 of 2004 concerning Medical 

Practice, Article 29 of Law Number 36 of 2009 concerning Health and 

Article 60 letter f of Law Number 44 of 2009 concerning Hospitals. 
MKDKI is an institution that receives complaints against alleged 

violations of medical disciplines. MKDKI is also an institution that 
determines whether or not a person has made a mistake in performing a 

medical procedure. Furthermore, medical disputes can be carried out in 

a general court in addition to a police report. Although health and 
hospital laws require mediation, many patients do not use these forums. 

Medical dispute resolution has not met the values of justice. Problem: 

How to resolve disputes that have occurred so far based on Law Number 
29 of 2004 concerning Medical Practice, Law Number 36 of 2009 

concerning Health and Law Number 44 of 2009 concerning Hospitals. 
future in order to go to the national medical law library? Research 

method: Normative juridical, Discussion: Settlement of disputes through 

the MKDKI, General Courts and police reports has not fulfilled ethical 
justice, which is utilitarian, so a new institution under the Supreme Court 

is needed which is ad hoc under the name of the Medical Court. 

Conclusion: as a novelty of this research, ethical justice is utilitarian 
which can be used as the basis for establishing a Court which is one of 

the solutions for resolving medical disputes that is fair to national 

medical law. 

Keywords: Medical Dispute Resolution, Fair.


